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ABSTRAK 

EV ALUASI KINERJA PEGA WAI DIN AS TRANSMIGRASI 
PROVINSI SULAWESI BARA T 

NI KADEK SURIANI 
surianinikadek@gmail. com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Ni Kadek Suriani, Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil 

evaluasi kinerja pegawai dilihat pada transparansi pelayanan pada Dinas 

Transmigrai Provinsi Sulawesi Barat, dan untuk mengetahui dan menganalisis 

hasil evaluasi kinerja pegawai dilihat pada aspek responsivitas pelayanan pada 

Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe 

fenomenologi, yakni mendeskripsikan setiap aspek-aspek yang menjadi dimensi 

penelitian. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi . 

Pendekatan fenomenologi digunakan karena bertujuan untuk memahami 

fenomena-fenomena yang terjadi dalam subyek penelitian, dimana peneliti akan 

mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama 

mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kinerja pelayanan pegawai Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada aspek transparansi 

pelayanan kepada transmigran. Transparansi tersebut terlihat pada dua hal pokok, 

yakni pada penyelenggaraan fungsi Dinas Transmigrasi dan pada penetapan 

sasaran dan program. Responsivitas pelayanan pegawai Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan 

oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan secara optimal, serta 

pada seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

Kata Kunci : kinerja, transparansi dan responsivit 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF WEST PERFORMANCE SULAWESI 

PRIVICIONAL 

TRANSMIGRATION OFFICE 

NI KADEK SURIANI 

surianinikadek@gmail. com 

Graduate Studies Program 

Open University 

Ni Kadek Suriani, Performance Evaluation of Transmigration Service 

Officer of West Sulawesi Province. The purpose of this research is to know and 

analyze the result of performance evaluation of employees seen in transparency of 

service at Transmigrai Service of West Sulawesi Province, and to know and 

analyze result of performance evaluation of employee seen in responsiveness 

aspect of service at Provincial Transmigration Office of West Sulawesi . 

This research uses qualitative research approach with phenomenology 

type, that is describe every aspect that become research dimension. Data obtained 

through interviews, observation and documentation. Phenomenology approach is 

used because it aims to understand the phenomena that occur in the subject of 

research, where researchers will describe the results of research in the fonn of 

words obtained during conducting observations and interviews with a number of 

informants. 

This study concludes that the performance of serv1ce personnel of 

Transmigration Service of West Sulawesi Province can be seen in the aspect of 

service transparency to transmigrants. Transparency is seen in two main things, 

namely the implementation of the functions of the Office of Transmigration and 

on setting goals and programs. The responsiveness of the Transmigration Service 

ofWest Sulawesi Provinces has been well implemented. Thjs is demonstrated by 

the implementation of programs and activities that are planned optimally, and on 

all programs and activities that are planned to be implemented properly. 

Keywords: performance, transparency and responsivenes 
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BABN 

HASIT., PENELITIAN DAN P:EMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi 

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah bidang Transmigrasi berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Transmigrasi 

mempunyai fungsi : Penyelengaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis urusan di bidang Transmigrasi; 

Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang 

Transmigrasi ; Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas 

pokok dan fungsi dinas. 

a. Kepala dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, 

mengkoordinasikan, mengendalikan dan memimpin Dinas dalam melaksanakan 

otonomi daerah dibidang Transmigrasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok 

tersebut diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi: 

1) Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

teknis dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman 

Trans1nigrasi, bidang pengembangan kawasan Transmigrasi, dan bidang 

pelatihan Transmigrasi; 

2) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang 

penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman Transmigrasi, bidang 

pengembangan kawasan Transmigrasi, dan bidang pelatihan Transmigrasi 
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dan penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan 

fungsi dinas. 

Fungsi yang diemban tersebut di atas menunjukkan jika Kepala Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat selain bertanggung jawab terhadap 

penetapan kebijakan transmigrasi di wilayah ini, maka juga bertanggung jawab 

atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk itu, juga melekat tanggung 

mengkoordinasikan seluruh bidang yang ada di Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat. 

Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Kepala Dinas 

Transmigrasi. Karena fungsinya bersifat menyeluruh, pada perumusan kebijakan 

dan sekaligus pelaksanaan dari kebijakan tersebut. 

b. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program 

dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, 

kerumahtanggaan, administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris 

mempunyai fungsi : koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian 

perencanaan program kesekretariatan, pengkajian pengelolaan perlengkapan, 

kerumahtanggaan, urusankeuangan, kepegawaian dan umum. 

1) Sub bagian keuangan. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun dan 

melaksanakanlaporan pertangungjawaban keuanganDinas. 

2) Sub bagian Program dan Pelaporan. Subbagian Program dan Pelaporan 

mempunya1 tugas pokok melaksanakan perencanaan dan penyusunan 
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program dan pelaporan tugas-tugas bidang. 

c. Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi 

Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh 

seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, program 

kegiatan bidang dan seksi dalam perencanaan teknis satuan kawasan 

pengembangan, perencanaan teknis satuan pemukiman,dan perencanaan 

pengembangan masyarakat, identifikasi · dan informasi potensi kawasan, 

advokasi kawasan, perencanaan kawasan, dan fasilitasi penetapan kawasan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 

penyusunan rencana sarana dan prasarana. 

Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi membawahi 3 (tiga) seksi 

yaitu: 

1) Seksi Perencanaan Transmigrasi. Mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan teknis satuan 

kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan pemukiman, dan 

perencanaan pengembangan masyarakat. 

2) Seksi Bina Potensi Kawasan Transmigrasi. Mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan 

kawasan dan fasilitasi penetapan kawasan transmigrasi. 

3) Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi. Mempunyai tugas 

pokok melaksanakan Standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta 

monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana dan prasarana kawasan; 
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Melalui bidang ini seluruh kegiatan Dinas Transmigrasi direncanakan. Mulai 

dari perencanaan yang sifatnya makro maupun yang sifatnya detail atau teknis. 

Untuk perencanaan teknis, Dinas transmigrasi melalui bidang ini harus 

mempersiapkan perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, 

perencanaan teknis satuan pemukiman, dan perencanaan pengembangan 

masyarakat. Selain itu, juga mempersiapkan identifikasi dan informasi potensi 

kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan dan fasilitasi penetapan 

kawasan transmigrasi. Salah satu aspek yang juga penting dan harus dilakukan 

oleh bidang ini adalah standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta 

monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana dan prasarana kawasan. 

difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Transmigrasi. Untuk itu, maka 

setidaknya melalui Dinas ini harus dilakukan perstapan pemukiman para 

transmigran, penataan dan sebaran para transmigran, dan melakukan kerjasama 

dengan daera-daerah yang menjadi tujuan . para transmigran dan daerah 

sekitamya. Dengan demikian, Dinas Transmigrasi memiliki kesiapan dalam 

memenuhi segala kebutuhan transmigran yang terkait dengan fasilitas kehidupan 

mereka. 

d. Bidang Pembangunan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi 

Bidang Pembangunan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi 

dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyat tugas pokok, 

menyusun, program kegiatan bidang dan seksi dalam penyiapan dan evaluasi 

lahan pemukiman, penyiapan dan evaluasi sarana pemukiman dan evaluasi 

prasarana pemukiman serta kelayakan pemukiman, penyiapan perpindahan, 

penyiapan calon Transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan 
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serta penataan dan adaptasi, peny1apan bahan perumusan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan serta monitoring dan evaluasi mediasi antar 

daerah dan kerjasama antar daerah. Bidang Pembangunan Pemukiman dan 

Penempatan Transmigrasi membawahi 3 (tiga) seksi yaitu: 

1) Seksi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi 

Seksi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi mempunyai tugas pokokmelaksanakanpenyiapan perumusan 

danpelaksanaan kebijakan pada penyiapan dan evaluasi Iahan pemukiman, 

penympan dan evaluasi sarana pemukiman dan evaluasi prasarana 

pemukiman serta kelayakan pemukiman; 

2) Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk Transmigrasi, dipimpin oleh 

seorangKepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penympan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan perpindahan, Penyiapan 

calon Transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta 

penataan dan adaptasi. 

3) Seksi Kerja Sama Antar Daerah Transmigrasi, dipimpin oleh seorang kepala 

seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan 

evaluasi mediasi antar daerah dan kerjasama antar daerah; 

Dengan adanya bidang ini, maka kebutuhan transmigrasi terhadap sarana dan 

prasarana tempat tinggal mereka, dan dukungan lingkungan dapat difasilitasi. 

Karena program transmigrasi selain berkaitan dengan pemindahan penduduk 

dari wilayah yang pada ke daerah yang masih renggang kepadatannya, juga 

memperhatikan kelangsungan hidup para transmigran di tempat tujuan. 
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Dalam kaitan itu, maka diantara kebutuhan mereka adalah tempat tinggal, area 

mata pencaharian, lingkungan yang kondusif yang kesemuanya itu harus 

difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Transmigrasi. Untuk itu, maka 

setidaknya melalui Dinas ini harus dilakukan persiapan pemukiman para 

transmigran, penataan dan sebaran para transmigran, dan melakukan kerjasama 

dengan daera-daerah yang menjadi tujuan para transmigran dan daerah 

sekitarnya. Dengan demikian, Dinas Transmigrasi memiliki kesiapan dalam 

memenuhi segala kebutuhan transmigran yang terkait dengan fasilitas 

kehidupan mereka. 

e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas 

pokok, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembangunan, 

pengembangan, evaluasi sarana pemukiman dan kawasan, penyerasian 

lingkungan, serta standarisasi sarana dan prasarana, kebijakan produksi, 

pengolahan, pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, dan kewirausahaan 

serta Pangan dan Kesehatan, Fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spritual dan 

seni budaya, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan 

masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah. 

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: 

1) Seksi · Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 

Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, evaluasi sarana pemukiman 

dan kawasan, penyerasian lingkungan, serta standarisasi sarana dan prasarana. 

2) Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya 
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Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan produksi, pengolahan, pemasaran, lembaga ekonomi dan 

permodalan, dan kewirausahaan serta Pangan, dan Kesehatan, Fasilitasi 

pendidikan, fasilitasi mental spritual dan seni budaya. 

3) Seksi Promosi, dan Kerjasama Kelembagaan Transmigrasi. 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan 

masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah. 

Melalui bidang ini Dinas Transmigrasi mempersiapkan kawasan yang menjadi 

lokasi para transmigran. Untuk itu, bidang ini tentu akan mengawalinya dengan 

melakukan studi kelayakan atas kawasan dimaksud, bagaimana mempersiapkan 

kawasan tersebut sehingga layak pemukiman, dan mempersiapkan sarana dan 

parasarana pendukung lingkungan tersebut. Dengan demikian terhadap 

pelaksanaan pembangunan, pengembangan, evaluasi sarana pemukiman dan 

kawasan, penyerasian lingkungan, serta standarisasi sarana dan prasarana menjadi 

tanggung jawab bidang ini. Tidak hanya penyiapan fisik sarana dan prasarana, 

bidang ini juga bertanggung jawab atas pengolahan, pemasaran, lembaga 

ekonomi dan permodalan, dan kewirausahaan serta Pangan, dan Kesehatan, 

· Fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spritual dan seni budaya, termasuk 

dalam hal promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, 

dan kemitraan kelembagaan pemerintah. 

f. Bidang Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Transmigrasi 

Bidang Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Transmigrasi dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, melaksanakan Fasilitasi 
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Pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah,pengelolaan tanah 

dokumentasi penyediaan/pelayanan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan 

hak atas tanah dan advokasi pertanahan serta pendidikan dan pelatihan 

transmigrasi di lokasi/kawasan transmigrasi. Bidang Pelatihan Transmigrasi 

membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: 

1) Seksi Penyediaan Pertanahan Transmigrasi 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan Fasilitasi Pencadangan tanah, 

identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah dokumentasi penyediaan 

tanah. 

2) Seksi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengukuran bidang Tanah, Pengurusan 

Hak atas tanah, advokasi pertanahan dan Dokumnetasi pelayanan pertanahan. 

3) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Transmigrasi 

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Transmigrasi dilokasi Transmigrasi 

dan Kawasan Transmigrasi. 

Pada umumnya para transmigran di tempat tujuan mereka menggantungkan 

hidup pada kegiatan pertanian atau perkebunan.Karena itu, soal kesiapan 

tanah merupakan salah satu aspek penting yang hams menjadi perhatian 

Dinas Transmigrasi. 

Terhadap hal tersebut, oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi 

Barat melakukan kegiatan yang terkait dengan pertanahan ini menyangkut 

fasilitasi Pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan 

tanah dokumentasi penyediaan tanah, melaksanakan Pengukuran bidang 

Tanah, Pengurusan Hak atas tanah, advokasi pertanahan dan Dokumnetasi 
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pelayanan pertanahan, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan 

Transmigrasi dilokasi Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.Pelatihan yang 

menjadi tekanan perhatian tentunya adalah upaya mengoptimalkan 

pemanfaatan tanah sebagai sarana produksi bagi para transmigran. 

2. Gambaran Umum 

Perkembangan Transmigrasi diindonesia sudah ada sejak Jaman 

pemerintahan Hindia Belanda yang menyelenggarakan kolonisasi pada tahun 

1905, kegiatan ini dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 

1945 sampai dengan saat ini. Pada masa orde baru, penempatan "Transmigrasi 

"sebagai salah satu jalur pemerataan dalam Trilogi pembangunan dimana 

"kolonisasi" maupun "Transmigrasi"adalah rencana pusat. Seiring dengan 

perubahan pradigma pembangunan saat ini maka program Transmigrasi telah 

membawa dampak nyata bagi proses dinamika pembangunan dalam situasi dan 

kondisi yang berkembang dengan nuansa demokrasi yang tersirat dalam 

kebijakan otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999). Oleh sebab itu kebijakan 

pembangunan Transmigrasi dituntut adanya kepedulian lebih besar terhadap 

pembangunan masyarakat lokal untuk dapat tumbuh dan maju bersama-sama 

masyarakat Transmigrasi. Pelaksanaannya memiliki prinsip demokrasi yang tinggi 

dan dapat mendorong peran serta masyarakat serta mengupayakan keseimbangan 

dan keadilandapat memperhatikanpotensi dan karakteistik daerah.Dengan kata 

lain bahwa pembangunan transmigrasi harus dapat digunakan sebagai alat 

pembangunan daerah. Pradigma baru penyelenggaraan Transmigrasi diharapkan 

dapat memperbaiki cara program Transmigrasi dan diterima oleh berbagai pihak 

khususnya daerah-daerah yang masih membutuhkan adanya pengembangan 
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suatu kawasan baik sumber daya manusia maupun pemanfaatan sumber daya 

alam yang tersedia dengan tetap memperbatikan kepada : 

1. Program pembanguna dan pembinaan diubah dari yang bersifat standar 

menjadi spesifik lokal yang sesuai nuansa kebijakan-kebijakan dan potensi 

daerab. 

2. PerencanaaTransmigrasi barns merupakan kombinasi dan asprras1 

masyarakat,perencanaan daerab(Pemerintah Kabupaten)dan arab kebijakan 

pemerintah pusat(Bottom Up Planning) 

Sesuai ketetapan MPR RI No IV/MPR/1999 tentang GBHN. tahun 1999-

2004,salah satu arab kebijakan Pembangunan Daerah ditetapkan yaitu 

mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemerdayaan masyarakat 

terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem 

agrobisnis, industri kecil, kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan 

teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam.Selanjutnya kebijakan dibidang 

sumber daya alam dan lingkungan bidup juga ditetapkan yaitu mengolah sumber 

daya alam dan memelibara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat dari generasi kegenerasi. 

Landasan Hukum dan visi Misi Dinas Transmigrasi 

a. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 3 Tabun 2014Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 1997 t'entang Ketransmgrasian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2009 Tentang 

perubaban atas Undang-Undang Nomor 15 Tabun 1997 Tentang 

Ketransmigrasian 
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b. Landasan penyelenggaraan Transmigrasi adalah UUD 1945,kemudian 

dijabarkan dalam keputusan menteri, sehingga tujuan Transmigrasi terkesan 

menjadi sangat luas.Kemudian pada tahun 1960 berhasil dirumuskan PERPU 

Nomor 29,tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi. 

Visi dan Misi Transmigrasi 

a. Visi Terwujudnya Masyarakat Transmigrasi yang Sejahtera dan Kawasan 

Transmigrasi yang Berkembang Secara Berkelanjutan 

b. Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut Direktorat Jendral Pembinaan 

Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Menetapkan Misi 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Kualitas perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan 

kawasan transmigrasi 

2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat. 

3) Meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha dalam sistem 

agribisnis yang berkembang 

4) Merehabilitasi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana permukiman/kawasan Transmigrasi 

5) . Mengembangkan masyarakat Transmigrasi yang berwawasan lingkungan 

6) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi Direktorat Jenderal. 

3. Karakteristik Sumber Daya Pegawai Pada Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat 

Dinas Transmigrasi Provinsi sulawesi Barat memiliki jumlah pegawru. 

sebanyak 49 pegawai, dimana masing-masing pegawai memiliki kemampuan 

dan karakteristik yang berbeda-beda, baik dilihat dari aspek pendidikan, aspek 
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kepangkatan, aspek jabatan dan golongan. Sehingga memiliki kemampuan 

untuk melakukan suatu pekerjaan berbeda pula, kita bisa melihat dari cara 

mereka memberikan suatu pelayanan yang ada pada instansi kepada 

masyarakat yang dilayani. Karena terkadang dari segi pangkat, pendidikan, dan 

jabatan belum bisa menunjang sepenuhnya bahwa kinerja yang mereka lakukan 

dapat memuaskan masyarakat. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan 

keadaan pegawai yang ada pada Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat. 

Tabel3.I 

Keadaan pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari latar 
belakang pendidikan 

No Uraian Jumlah Pegawai Persentse 

1 S2 9 orang 18,6 

2 SI 29 orang 59 

3 Diploma 2 orang 4,7 

4 SMU 8 orang 16,5 

5 SMP 1 orang 2 

Jumlah 49 orang 100 

Sumber : Sekertariat Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 
(Desember 2017) · 

Apabila kita melihat dari aspek latar belakang pendidikannya Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat memiliki pegawai dengan pendidikan 

pasacasarjana dan sarjana cukup tinggi dilihat dari jumlah persentase. 

Sedangkan pendidikan diploma dan sekolah menengah pertama itu yang paling 

sedikit dari jemlah persentase pegawai yang ada, dan jenjang pendidikan 
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Sekolah menengah umum terlihat hanya beberapa persen saJa. Berarti dapat 

disimpulkan bahwa sumberdaya manusia yang terdapat pada instansi ini cukup 

memadai dari segi pendidikan 

No 

1 

2 

3 

4 

Tabel 3.2 

Keadaan pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dilihat 
berdasarkan Eselon 

Uraian Jumlah Pegawai Persentase 

Eselon II I orang 2 

Eselon III 5 orang 10 

EseloniV 15 orang 30,6 

Staf 28 orang 57 

Jumlah 49 orang 100 

Sumber : Sekertariat Dinas Transmigrasi provinsi Sulawesi Barat 
(Desember 20 17) 

Melihat dari keadaan tingkat Eselon pegawai, mulai dari yang 

tertinggi sampai dengan yang terrendah, sebagian besar Esolon IV yang paling 

banyak karena hasil persentase tertinggi dari jumlah Pegawai yang ada pada 

Dinas Transrnigrasi Provinsi Sulawesi Barat, dan hanya satu orang saja yang 

menduduki Eselon II, karena memang dalam satu instansi hanya bisa dipimpin 

oleh satu orang saja yaitu hams Eselon II. Hanya beberapa persen saja yang 

menduduki Eselon III, dan masih banyak pula yang non Eselon seperti staf 

yang ada pada instansi ini. Bisa ditarik kesimpulan dari hasil persentase 

pegawai yang ada pada instansi ini masih banyak yang non Eselon karena 

setengahnya dari pegawai yang ada adalah masih Staf 
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Tabel 3.3 

Keadaan pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dilihat 
berdasarkan Pangkat/Golongan 

No Uraian Jumlah Pegawai 

1 Pembina Tk.I (IV /b) 5 orang 

2 Pembina (IV/a) 3 orang 

3 Penata TK.I (III/d) 13 orang 

4 Penata (III/c) 7 orang 

5 Penata Muda TK.I (III/b) 3 orang 

6 Penata Muda (III/a) 10 orang 

7 Pengatur TK.I (II! d) 1 orang 

6 Pengatur Muda TK.I (II/b) 2 orang 

7 Pengatur Muda (II! a) 4 orang 

8 Juru (IIc) 1 Orang 

Jumlah 49 orang 

Sumber : Sekertariat Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 
(Desember 20 17) 

Persentase 

10 

6 

26,5 

14 

6 

20,5 

2 

4 

8 

2 

100 

73 

Melihat dari keadaan jumlah pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat berdasarkan pangkat dan golongan, dari hasil persentase 

pegawai yang menduduki pangkat Penata TK.I (III/d) yang paling tinggi 

dibandingkan dengan · pangkat dan golongan yang lainnya, terlihat jelas bahwa 

pangkat Pengatlir TK.I (II/ d) dan Pangkat Juru (IIc) yang paling sedikit dari 

jumlah pegawai yang ada pada instansi ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pegawai yang ada pada instansi ini tergolong cukup baik dilihat dari pangkat 

dan golongan, karena pangkat yang rendah hanya sebagian kecil saja. 
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Tabel 3.4 

Jumlah pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dilihat berdasarkan 
Jabatan 

No Uraian Jumlah Pegawai 

1 Kepala Dinas 1 orang 

2 Sekertaris Dinas 1 orang 

3 Kepala Bidang 4 orang 

4 Kepala Seksi 12 orang 

5 Kasubag umum &Program 3 orang 

6 Staf 28 orang 

Jumlah 49 orang 

Sumber : Sekertariat Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 

(Desember 20 17) 

Persentase 

2 

2 

8 

24,5 

6 

57 

100 

Dari keadaan jabatan pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi 

Barat. yang menduduki jabatan tertingi adalah kepala dinas,dan satu orang 

jabatannya sebagai Sekertaris dinas. Yang menduduki jabatan kepala seksi 

adalah yang paling banyak pada instansi ini dilihat dari hasil persentase, kepala 

Bidang hanya beberapa persen saja, staf adalah yang terbanyak karena lebih 

dari setengah pegawai yang ada. Disimpulkan bahwa masih banyak pegawai 

pada instansi ini belum memilikijabatan. 
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B. Basil Penelitian 

I. Transparansi Pelayanan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 

Dinas Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah bidang Transmigrasi berdasarkan asas otonomi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Dalam menyelenggarakan tugas pokok, 

Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi: 

(1) Penyelengaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan teknis urusan di bidang transmigrasi. 

(2) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di 

bidang transmigrasi. 

(3) Penyelenggaraan koordinasi dan keljasama dalam rangka tugas pokok dan 

fungsi dinas. 

a. Transparansi Dalam Penyelenggaraan Fungsi Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat 

Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat sebagai organtsast 

perangkat daerah di tingkat provinsi dalam melaksanakan fungsinya harus 

selalu melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal. Program 

ketrasmigrasian sebagai program nasional dan daerah harus melibatkan semua 

tingkatan pemerintahan. Oleh karena · itu, koordinasi dan transparansi 

merupakan syarat mutlak yang harus · selalu dilakukan dalam rangka 

menyukseskan program tersebut. Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 

berkewajiban mengkoordinasikan pelayanan ketransmigrasian di wilayahnya, 

baik koordinasi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah 

kabupaten. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, asas transparansi harus 
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selalu dijunjung tinggi demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program 

Transmigrasi tersebut. Koordinasi tersebut wajib dilakukan untuk mensinergikan 

program pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. 

Adapun fungsi Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat yaitu : 

(a) Menyelengarakan Perumusan dan Penetapan, Pengaturan dan Koordinasi 

Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan di Bidang Transmigrasi. 

(b) Menyelenggarakan Fasilitasi dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas-Tugas di 

Bidang Transmigrasi. 

(c) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan 

fungsi dinas. 

Koordinasi pelaksanaan program Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Barat 

tergambar dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan tanggal 8 

F ebruari 20 17 yang dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Kepala 

Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Dirjen Kawasan Pengembangan 

Transmigrasi, Sekretaris Ditjen PKP2 Transmigrasi, Direktur Pelayanan 

Transmigrasi, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas 

Transmigrasi se Provinsi Sulawesi Barat. 

Rapat koordinasi tersebut merupakan pemantapan pelaksanaan 

program penyiapan kawasan pembangunan Transmigrasi dan · pembangunan 

pemukiman, pengembangan usulan tahun 2018 agar lebih baik. Dalam rapat 

koodinasi tersebut Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengharapkan rapat koordinasi tersebut 

menjadi lebih baik lagi kedepan. 

Lebih la~ut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat I Z mengemukakan : 
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"Di Sulbar, terdiri dari enam kabupaten, dua diantaranya kabupaten yang 
baru berdiri yaitu kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju Utara, dan 
kedua kabupaten tersebut dikenal dengan pengembangan transmigrasi, 
seperti di Kabupaten Mamuju Utara, Kota Terpadu Mandiri, merupakan 
salah satu pengembangan Transmigrasi." (Humas Pemeritah Provinsi 
Sulawesi Barat). 

Prestasi Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan program Transmigrasi 

selama ini diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan kepercayaan 

kepada Provinsi Sulawesi Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat 

Regional Penjaringan Program Transmigrasi wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, 

Kalimantan Barat, Aceh dan Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Februari 

2018. 

Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat MH mengemukakan: 

"Sebelum rakor tersebut diawali dengan rakor ketransmigrasian antar 
kabupaten se-Sulbar.Melalui rapat tersebut telah menyepakati wilayah 
transmigrasi di enam kabupaten di Sulbar yang didesain menjadi desa 
transmigrasi pengembang sektor pertanian. . . . . . . . . . . . . . . enam desa akan 
didekatkan jaraknya dengan kota, sehingga diharapkan juga dapat 
mendorong hubungan kota dan desa semakin dekat. 
(Humas Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat). 

Transparansi dalam pelayanan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Barat 

menjadi komitmen dan harapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hal 

tersebut tergambar dari ungkapan Wakil Gubemur Sulawesi Barat Enny 

Anggraeny Anwar yang menuturkan bahwa : 

. "Rapat regional ketransmigrasian merupakan momentum penting dalam 
suatu perencanaan untuk memperoleh data calon lokasi pembangunan 
transmigrasi... . . . . . . . . rapat regional ini dapat menghimpun dan 
mendapatkan calon lokasi pemukiman transmigrasi baru (PTB) yang 
memenuhi syarat "2C" (clear and clean) dan "3L" (layak huni, layak 
kembang dan layak usaha) dengan melakukan verifikasi dokumen yang 
sesuai dan masuk dalam daftar 144 kawasan transmigrasi." 
(13 Februari 2018; Humas Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat). 
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Komitmen Provinsi Sulawesi Barat untuk: menyelenggarakan program 

Transmigrasi secara baik dan transparan diapresiasi Dirjen Penyiapan Kawasan 

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 

rapat koordinasi di Kabupaten Mamuju yang menyampaikan terima kasih 

kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi tuan rumah dalam 

rapat regional tersebut. 

Lebih lanjut Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi (PKP2Trans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) "RHP" mengemukakan bahwa: 

"Pembangunan ketransmigrasian memiliki peran strategis terutama 
dalam hal pemerataan kesejahteraan, percepatan pembangunan wilayah 
hingga menyatuk:an bangsa Indonesia ........... Urgensi transmigrasi 
menjadi salah satu fokus prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 
2015-2019."(13 Februari 2018; Humas Pemeritah Provinsi Sulawesi 
Barat). 

Komitmen Pemerintah Provinsi melalui Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi 

Barat untuk menyelenggarakan program Transmigrasi secara baik dan 

transparan telah tergambar dengan intensifnya dilakukan rapat koordinasi 

yang bentujuan menyelaraskan program ketransmigrasian antara pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat. 

b. Transparansi · Dalam Penetapan Sasaran ·dan Program Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 

Adapun sasaran stratejik Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan merupakan 

dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta 

lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya 
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menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat. Sasaran-sasaran yang ditetapkan 

sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan 

demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan 

bahwa tujuan stratejik terkaitjuga telah dapat dicapai. 

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang 

akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sarna seperti sasaran terhadap 

tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian 

sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dalam bidang Transmigrasi tahun 2016 

dapat dijabarkan sebagai berikut: · 

a. Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi 

Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan 

penempatan keluarga Transmigran. 

b. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat 

Transmigrasi padapermukiman Transmigrasi dan berkembangnyakawasan 

Transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan baru. 

c. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan 

bersih dari KKN serta meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan 

informasi sebagai acuan perumusan kebijakan. 

Setiapsasaran yang ditetapkan perlu adanya suatu indikator kineija untuk 

mengukur keberhasilan pencapaian setiap sasaran setiap tahunnya.Berikut 

inidijabarkan indikator kineija untuk setiap sasaran Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat serta pencapaiannya. 
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1. Sasaran : Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan 

Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) barn serta terfasilitasinya perpindahan 

dan penempatan keluarga transmigran. Dengan indikator : Terwujudnya 

pembangunan pemukiman transmigrasi di 5 Kabupaten di Sulawesi Barat. 

2. Sasaran : Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan 

masyarakat Transmigrasi pada permukiman Transmigrasi dan 

berkembangnya kawasan Transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan 

barn. Terwujudnya pembinaan Unit Permukiman Transmigrasi dan Sekitar 

kawasan Transmigrasi menjadi desa mandiri. Dengan indikator : 

Terwujudnya pembinaan Unit Permukiman Transmigrasi dan Sekitar kawasan 

transmigrasi menjadi desa mandiri. 

3. Sitsaran : Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, 

akuntabel dan bersih dari KKN serta meningkatnya pemanfaatan hasil 

penelitian dan informasi sebagai acuan perumusan kebijakan. Dengan 

indikator : Terwujudnya Organisasi dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi 

yang efektif, transparan, akuntabel dan bersih dari KKN 

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi terhadap sasaran tahun 

2016 di atas, Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat menetapkan target untuk 

masing-masing sasaran yang harus dicapai. Secara umum, Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat telah dapat -memenuhi tugas dan fungsi yang 

dibebankan kepada organisasi. Hal ini dapat tercermin dan dapat dicapainya 3 

sasaran yang hams diwujudkan dalam tahun 2016. Pencapaian masing-masing 

sasaran meliputi: 
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a. Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi 

Pennuk:iman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan 

penempatan keluarga transmigran; 

b. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat 

Transmigrasi pada permuk:iman transmigrasi dan berkembangnya kawasan 

Transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan baru; 

c. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan 

bersih dari KKN serta meningkatnya pemanfaatan basil penelitian dan 

informasi sebagai acuan perumusan kebijakan. 

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kine:rja input, 

output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah 

dapat dirumuskan, walaupun untuk: indikator kine:rja outcome belum 

seluruhnya dapat diuk:ur tingkat pencapaiannya. 

lndikator kine:rja input yang digunakan adalah dana dengan satuan 

rupiah, dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator output yang 

digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti 
.. 

kegiatan SDM yang mengikuti pelatihan dengan satuan orang, dan sebagainya. 

Indikator outcome yang digunakanjuga bervariasi. 

Tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi adalah membantu Gubemur melaksanakan 

perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 

urusan pemerintahan dibidang Transmigrasi meliputi bidang perencanaan 

teknis kawasan Transmigrasi, pembangunan pemukiman dan penempatan 

Transmigrasi, pengembangan kawasan Transmigrasi, fasilitasi pertanahan dan 
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pelatihan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan I 

I 
I 

'' yang ditugaskan kepada daerah provinsi. 
I 

'I 

Tugas Dinas Transmigrasi adalah, penyelenggaraan perumusan dan 

penetapan, pengaturan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis urusan 

dibidang Transmigrasi, penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian 

pelaksanaan tugas-tugas dibidang Transmigrasi, penyelenggaraan koordinasi 

dan kerjasama antar daerah dalam rangka tugas dan fungsi dinas, perumusan 
'I 

'! perencanaan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

teknis dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permiukiman 

Transmigrasi, bidang pengembangan kawasan Transmigrasi, dan bidang 

pelatihan Transmigrasi, penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama antar 

daerah dalam rangka tugas dan fungsi dinas. 

Adapun dasar pelaksanaan program Transmigrasi adalah, Undang-

Undang nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 

15 tahun 1997, tentang Ketransmigrasian, Undang- Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana transmigrasi sebagai program 

pilihan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom or 3 tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang 

Ketranmigrasian, Permendes Nomor 06 tahun 2015 tentang Kelembagaan 

Organisasi Kementrian Desa Daerah . Tertinggal dan Transmigrasi, Surat 

~·! - . Penetapan Kawasan Transmigrasi No. 91 tahun 2016 tanggal 26 Desember 

2016 di Sulawesi Barat oleh Menteri Desa dan Transmigrasi RI. 
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Secara umum DinasTransmigrasi Provinsi Sulawesi Barat sudah 

sepenuhnya memenuhi seluruh Sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 

stratejik. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan, semuanya telah berhasil dicapai 

dengan baik. Fungsi utama yang diharapkan dapat dijalankan oleh Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat ini yaitu Penyusunan dan pelaksanaan 

rencana program dibidang pembinaan teknis ketransmigrasian berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur Sulawesi Barat telah dapat 

diwujudkan. 

2. Responsivitas Pelayanan pada Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi 

Barat 

Responsivitas pelayanan kepada warga transmigrasi sangat ditekankan 

oleh kepala Dinas Transmigrasi, demi kelancaran program yang telah 

direncanakan oleh instansi. Responsivitas pelayanan Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat terhadap berbagai permasalah yang dihadapi warga 

Transmigran, ditunjukkan dengan upaya mengajak sejumlah pihak terkait untuk 

membahas penanganan dan pengembangan transmigrasi, dan mencari solusi 

secepat mungkin untuk memecahkan setiap pennasalahan yang sudah ada 

maupun mengantisipasi dan meminimalisir permasalah yang akan terjadi. 

a. Responsivitas Pelaksanaan Program Transmigrasi di Provinsi Sulawesi 

Barat 

Pelaksanaan Program Ketransmigrasian merupakan . Tugas Pokok Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung perkembangan dan 

peningkatan potensi wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang 
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Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 

'! 
' Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 

:I 
Tentang Ketransmigrasian. 

Program Pelaksanaan Transmigrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu : 

1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 

2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan 

3. Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi. 

Kawasan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari 

pemerintah daerah, dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, Kawasan 

Strategis Provinsi, atau Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Kemudian 

dituangkan melalui perencanaan: 

a. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) merupakan bentuk Kawasan 

Transmigrasi yang dikembangkan dari Kawasan Perdesaan menjadi sistem 

produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki 

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru 

sebagai KPB. 

'' I 
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Gambar: 4.1 
Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) 

Sumber : Bidang pengembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi 

Barat ( Desember 20 17) 
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b. Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) merupakan bentuk Kawasan 

Transmigrasi yang dikembangkan dari pusat pertumbuhan yang ada atau 

yang sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan fungsional 

dan hirarki keruangan dengan beberapa SKP sebagai sistem produksi 

pertanian dan pengelolaan smnber daya alam. 
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Gambar: 4.2 

Gambar Lokasi Permuk:iman Transmigrasi (LPT) 

·· ... ~-·····~ ...... ~.~-·~· -... ,.. ~ ....... . 

Sumber : Bidang pengembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat (Desember 2017) 

Keterangan : 

1. Satuan Kelompok pemukiman (SKP) paling sedikit terdiri atas 3 

(tiga) Satuan Pemukiman (SP) dan paling banyak 6 (enam) SP. 

2. . Salah satu SP disiapkan menjadi Desa Utama sebagai Pusat SKP. 

3. SP berupa: a. SP-Baru; b. SP-Pugar; atau c. SP-Tempatan. 

4. Pada setiap SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit 

tersedia: a. prasarana dan utilitas umum; b .. Perumahan; c. sarana 

pelayanan umum; d. sarana pelayanan pendidikan dasar setingkat 

sekolah dasar; e. sarana pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan 

desa; f. sarana pasar mingguan; dan g. sarana pusat percontohan. 

5. KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
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permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Selanjutnya dalam hal Pembinaan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat 

dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan 

kelembagaan masyarakat Transmigrasi pada unit permukiman Transmigrasi 

sehingga nantinya akan mengembangkan kawasan Transmigrasi sebagai embrio 

pusat pertumbuhan baru di Provinsi Sulawesi Barat. 

b. Responsivitas Penanganan Permasalahan 

Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi catatan penting di 

lingkungan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat. Yang pertama yakni 

adanya potensi untuk melanjutkan program Transmigrasi tersebut. Dinyatakan 

demikian karena program Transmigrasi ini memiliki resistensi untuk 

dikembangkan. Diantaranya adalah kesediaan masyarakat lokal untuk menerima 

kehadiran ransmigran di lingkungan mereka, dan kesediaan Pemerintah Daerah 

menyiapkan lahan bagi para Transmigran. Kemudian Catatan kedua adalah 

terletak pada · kamampuan untuk melaksanakan program Transmigrasi ini. 

Karena disadari bahwa pada pelaksanaan program Transmigrasi terdapat 

kompleksitas masalah yang dihadapi, karena itu pelaksanaannya tidak mudah. 

permasalahan tersebut terkait dengan berbagai aspek. Dinataranya adalah 

penyediaan lokasi baru, sosialisasi bagi masyarakat lokal untuk memberikan 

pemahaman untuk mencegah kecemburuan sosial, penyediaan fasilitas para 

Transmigran supaya bisa bertahan ditempat yang barn yang telah disediakan, 

pembinaan bagi para Transmigran untuk perkembangan perekonomian, dan 

berbagai kegiatan lainnya. 
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Pelaksanaan pelayanan Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Barat 

selama ini memang sudah berhasil dengan telah dihasilkannya daerah-daerah 

Transmigrasi yang sukses seperti di Mamuju dan Polewali Mandar. Namun 

demikian ada beberapa hal yang belum bisa terpenuhi dan masih menjadi 

tantangan untuk Dinas Transmigrasi, yakni masih saja ada permasalah yang 

timbul, pelaksanaan Transmigrasi tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Kepala Bidang penyediaan pertanahan PP beliau mengemukakan; 

"seperti tahun-tahun yang sudah lewat,,ada saja warga transmigrasi 
yang tidak betah tinggal dilokasi transmigrasi. .... ,hal-hal yang seperti 
itulah yang perlu untuk kita kaji lebih lanjut, apakah ada sesuatu yang 
tidak beres sehingga terjadi demikian,,,apakah · pelayanan atau 
fasiltasnya kurang atau tidak memadai,,karena dari tahun ketahun saya 
amati ada saja warga yang pulang kampung dan tidak kembali lagi,,nah 
sekarang Dinas transmigrasi mencari solusi terbaik, bagaimana 
pengembangnya agar supaya orang yang datang di Sulawesi Barat 
merasa nyaman,merasa diperhatikan dan merasa terlayani semua yang 
mereka butuhkan. Apa yang di programkan tahun ini, itu yang kita 
kerjakan."(Wawancara 04 Januari 2018 

Sejalan dengan permasalah yang dihadapi Transmigran di Provinsi Sulawesi 

Barat, seperti sengketa lahan pekarangan, terhambatnya penerbitan sertifikat 

untuk tanah warga Transmigrasi, keterlambatannya pembagian untuk lahan 

usaha satu dan lahan usaha dua untuk para Transmigran. 

Responsivitas pelayanan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 

terhadap berbagai pennasalah yang dihadapi warga Transmigran, ditunjukkan 

dengan upaya mengajak sejumlah pihak untuk membahas penanganan dan 

pengembangan Transmigrasi, tennasuk persiapan kunjungan ke lokasi 

Transmigrasi Piriang Tapiko Desa Tutar, Kabupaten Polewali Mandar 

(Polman). Beberapa pihak yang dihadirkan yakni, Badan Pertanahan Nasional 
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(BPN), Bappeda, Dinkes, Disdikbud, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas 

Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Kemenag, dan Media Radar Sulbar. 

Pelibatan berbagai instansi dimaksudkan untuk membentuk tim 

Transmigrasi terpadu yang digagas ditiap kabupaten, dengan tujuan membuat 

kesamaan pandangan untuk memberikan perhatian kepada para warga 

Transmigrasi yang terkesan terpinggirkan. Saat ini, perlu ada perubahan 

mindset atau pola pikir yang patut diubah tentang cara melihat . warga 

transmigrasi, agar mereka juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Semua 

stakeholder pemerintah harus terlibat sehingga seluruh persoalan transmigrasi 

bisa diselesaikan, mulai dari infrastruktur, listrik, air bersih, termasuk perbankan 

harus hadir menyiapkan A TM di wilayah transmigrasi agar warga bisa 

mengakses tanpa harus ke kota lagi. 

Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, MH mengemukakan : 

"Kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan, dimana kita telah 
membentuk tim konsolidasi dalam penanganan permasalahan 
pembangunan pemukiman transmigrasi. Secepatnya, kita segera turun 
lapangan. . . . . . . . . Saya mencoba untuk menghadirkan inovasi bagi 
transmigrasi. Untuk itulah, semua pihak yang masuk dalam tim ini, 
segera kita sama-sama ke lapangan melakukan peninjauan. Di sana nanti 
kita lakukan . identivifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan 
ketransmigrasian. Sehingga kedepan, kita bisa melakukan program 
pengembangan yang memiliki pijakan data yang lebih ril". (Wawancara, 
tanggal 15 Januari 2018). 

Pertemuan dan peninjauan lapangan yang dilakukan tim terpadu untuk 

menangani masalah ketransmigrasian dimaksudkan untuk mengetahui langsung 

permasalah di lapangan dan mencarikan solusi penangannya. Permasalahan 

yang dialami warga transmigrasi yang bermukim di Lakahang Kecamatan 

Tabulahan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat terkait status kepelikan lahan, 

sesungguhnya telah ditindak lanjuti oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten 
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Mamasa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa.Namun di 

lapangan terjadi saling klaim kepemilikan laban oleh warga masayarakat. 

Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Mamasa, HL menjelaskan bahwa 

pibaknya tidak pemab berniat menelantarkan warga transmigrasi. Upaya 

membuat sertifikat telah dilakukan, namun saat turun lapangan melakukan 

pengukuran, beberapa warga lain mengklaim laban tersebut. Lebib jaub,pada 

tanggal29 januari 2018 HL mengemukakan babwa: 

"Padabal jauh sebelumnya ditempatkan transmigrasi, sudab ditinjau dari 
Kementerian Transmigrasi .... tidak akan mungkin dimasukkan 
transmigranjika ada masalab. Tapi saat kita turun ukur untuk.penerbitan 
sertifikat tiba-tiba beberapa warga mengbalangi tim kami. Sebingga dana 
penerbitan sertifikat tersebut kami alibkan ke Botteng". 

Responsivitas Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat terbadap 

permasalaban yang timbul apabila terkait masalab laban, yang dapat dilakukan 

adalab melakukan koordinasi dan mendorong pihak-pibak terkait untuk 

sesegera mungkin menyelsaikan permasalahan yang terjadi. Koordinasi dan 

dorongan kepada Dinas Transmigrasi atau instansi lain dilakukan mengingat era 

. otonomi daerah saat ini menempatkan kewenangan kepada kabupaten untuk 

menangani persoalan pertanahan di kabupatennya masing-masing. 

Dinas Transmigrasi Provinsi · · Sulawesi Barat sangat berkepentingan 

untuk menyukseskan program transimigrasi di Provinsi Sulawesi Barat agar 

berbasil. Hal ini sejalan dengan apa yang pemah diungkapkan oleh Gubemur 

Sulawesi Barat Periode 2006-2016 Anwar Adnan Saleh yang pemah 

menyatakan bahwa Program Transmigrasi telah berhasil membangun Sulbar 

sehingga menjadi provinsi yang maju dan berkembang. "Transmigrasi yang 

masuk ke Provinsi Sulbar telah mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah 
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sehingga maju dan berkembang.Karena transmigrasi, kemiskinan berkurang dan 

pertumbuhan ekonomi tinggi". 

Potensi kawasan Transmigrasi di Sulawesi Barat cukup terbuka.Namun 

perlu diperhatikan secara serius agar dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap daerah. Perencanaan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 

akan menambah daerah Transmigrasi, dimana masih terdapat puluhan ribu 

hektare lahan yang akan diubah menjadi kawasan Transmigrasi pada enam 

wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, salah satunya di Desa Piriang Tapiko, 

Kecamatan Tutar, Polman. Bahkan rencananya pulau-pulau yang ada di Sulawesi 

Barat, seperti Pulau Karampuang, Pulau Battoa, dan Pulau Salama akan 

dikembangkan menjadi kawasan Transmigrasi kelautan. 

Transmigran yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Barat seperti 

dari Pulau Jawa telah meningkatkan motivasi kerja penduduk lokal.Sehingga 

mengalami peningkatan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.Program 

transmigrasi membawa pertumbuhan ekonomi di · hi dang pertanian, di sam ping 

juga telah membawa pembangunan pemerintahan daerah ini. Mengingat wilayah 

eks Transmigrasi kini telah berubah mejadi kecamatan bahkan dapat menjadi 

sebuah wilayah kabupaten. 

Telah ada daerah · Transmigrasi yang menjadi kecamatan yakni 

Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan Kecamatan Tommo 

Kabupaten Mamuju serta Kecamatan Tobadak, Topoyo Kabupaten Mamuju 

Tengah. Kini telah menjadi daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Barat. 

Keberhasilan Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sebagai 

daerah Transmigrasi dirasakan oleh masyarakatnya. Banyak transmigran yang 

43571.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



II 

, I 
, I 
. I 

I 

, I 
I 

': I! 

'I 

' 

. I 
I 
I 
i 
I 

, I 

, I 

I 

:' 

I I 

92 

sukses di daerah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh SH warga Transmigran yang 

berasal dari Jawa Tengah. 

" .... Saya bersyukur orang tua saya dulu ikut program transmigrasi. Di 
sini, keluarga saya dapat hidup lebih baik ketimbang di daerah asal saya 
Jawa Tengah. Warga transmigran asal Jawa Tengah di sini merasa 
seperti di kampung sendiri karena nama daerah di sini sama seperti nama 
daerah asal di Jawa ..... Penduduk asli di sini juga sangat baik menerima 
kami.Sekarang kami merasa, Wonomulyo sebagai kampung halaman 
kami. Saya berterima kasih atas program transmigrasi karena program 
inilah kehidupan kami jauh lebih baik,(Suyono; wawancara dilakukan 
21 desember2017). 

Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonom baru yang terbentuk dari 

permukiman transmigrasi, tergolong sukses mengelola produk unggulan jagung. 

Meski baru berusia lima tahun, Kabupaten Mamuju Tengah telah berhasil 

mensuplai 54 persen kebutuhan jagung di Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksana 

Tugas Di:tjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi, Putut Edy Sasono mengatakan, Kota Terpadu Mandiri (KTM) 

Tobadak sebagai pengembangan dari wilayah transmigrasi di Kabupaten 

Mamuju ini tak hanya berkembang menjadi sentra produksi jagung, namun 

juga berkembang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit. KTM Tobadak yang 

telah dibangun sejak 10 tahun lalu ini pun kini telah menjadi ibu kota Kabupaten 

Mamuju Tengah. (https://www.merdeka.com; 15 Desember 2017). 

Kisah sukses warga Transmigrasi di Mamuju Tengah diungkapkan oleh Sekar, 

Transmigran asal Jawa Barat yang berhasil sebagai petani jagung : 

"Saya warga transmigrasi di sini kurang lebih sudah lima tahun bertani 
jagung. Hasilnya lumayan Bu ....... Kehidupan keluarga saya di sini jauh 
lebih baik dibanding masih di Jawa Barat dulu ..... Perhatian dan 
pembinaan pemerintah daerah cukup baik. Saya berterima kasih kepada 
pemerintah daerah yang selama ini membina kami.(Mulyana; wanacara 
17 Januari 2018). 
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Mengenai potensi Mamuju Tengah, Lebih lanjut, Putut Edy Sasono Pelaksana 

Tugas Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 

bertepatan dengan Hari Bakti Transmigrasi tanggal 12 Desember 2017 lalu yang 

dilaksanakan di Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah mengemukakan bahwa : 

"Melihat potensi yang ada, saya berharap KTM Tobadak mampu 
berkembang lebih maju sebagai pusat agribisnis dan agroindustri dengan 
melakukan sinergitas dan kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait, 
BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui 
pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDes 
bersama," ujarnya pada upacara memperingati HUT Kabupaten Mamuju 
Tengah ke-5 dan Hari Bhakti Transmigrasi ke-67 di Lapangan Mamuju 
Tengah, Sulawesi Barat" ....... Saya berharap K'TM Tobadak dapat 
menjadi model pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah 
lainnya.Saya yakin, sinergitas dari semua stakeholder akan mempercepat 
pengembangan KTM Tobadak dengan model Prukades (Produk 
Kawasan Perdesaan) di kawasan transmigrasi". 

KTM Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah telah mencakup tiga kecamatan 

yang merupakan satu dari 48 KTM di seluruh Indonesia.Mamuju Tengah telah 

berkembang menjadi sentra produksi jagung.Perkebunan kelapa sawit Mamuju 

Tengah juga telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi Barat. 

C. Pem bahasan 

1. Transparansi Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat 

Terdapat 2 (dua) hal pokok ·yang · menjadi perhatian Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan aspek transparansi. 

a. Pertama yakni transparansi dalam penyelenggraan fungsi Dinas. 

b. Kedua yakni tranparansi dalam penetapan sasaran dan program, 

43571.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 
I' 
I I 
I I 

I' 
I 

, I 
! I 

94 

Transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas tidak akan maksimal jika 

tidak dibarengi dengan transparansi dalam penetapan sasaran dan program, 

demikian juga sebaliknya. Komitmen Pemerintah Provinsi melalui Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat untuk menyelenggarakan program 

Transmigrasi secara baik dan transparan telah tergambar dengan intensifnya 

dilakukan rapat koordinasi yang bentujuan menyelaraskan program 

ketransmigrasian antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten di Sulawesi Barat. 

1) Transparansi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas 

Transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas telah dilaksanakan 

sedemikian rupa. Hal tersebut dipandang penting karena terkait dengan 

kepentingan publik yang dikelola oleh Dinas · Transmigrasi. Dengan 

kepentingan yang demikian itu, Dinas Transmigrasi meletakkan pelaksanaan 

tugas dan fungsinya sebagai sarana untuk masyarakat Transmigrasi. 

transparansi tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi juga dapat dilihat pada 

dokumen-dokumen yang mengatur tentang keberadaan dinas ini. Seperti pada 

Rencana Strategis Dinas, Rencana Kerja tiap tahunnya, serta pada Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Transmigrasi yang disusun setiap 

. tahunnya. Pencantuman penjelasan atas ura1an tugas dan fungsi Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat pada dokumen-dokumen yang 

dikemukakan di atas memang harus dilakukan demikian, karena seluruh 

dokumen tersebut pada prinsipnya merupakan implikasi atau keberadaannya 

disebabkan oleh adanya tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi yang harus 

dijabarkan dan dilaksanakan. 
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2) Transparansi Penetapan sasaran dan Program 

Transparansi tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi saja tentu 

belum memadai dalam memaksimalkan keberadaan Dinas ini. Hal tersebut 

tampak disadari oleh pemangku kepentingan pada Dinas ini. Karena itu, dalam 

penetapan sasaran program juga aspek transparansi tersebut menjadi hal 

penting mereka perhatikan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam 

perumusan program dan sasarannya setiap tahun dapat dipandang sebagai 

implikasi dari transparansi dimaksud. Karena, tidak lagi program dan sasaran 

tersebut sekedar disosialisasikan kepada masyarakat, melainkan sejak awal 

dalam pembahasannya pun mereka ikut terlibat, sehingga pemahaman atas 

pilihan program dan sasaran yang ingin dicapai sesungguhnya tidak hanya 

menjadi domain internal aparat Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat, melainkan 

juga menyasar kepada masyarakat yang terkait. Ini merupakan wujud dari 

transparansi perencanaan program dan sasaran dari sebuah instansi pemerintah 

daerah. Transparansi penetapan sasaran dan program Dinas Transmigrasi 

dalam pelayanan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat 

pada prestasi Instansi · ini dalam penyelenggaraan program Transmigrasi, 

sehingga Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan kepada Provinsi Sulawesi 

Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Regional Penjaringan Program 

Transmigrasi yang dihadiri oleh beberapa Provinsi yaitu wilayah Sulawesi, 

Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Aceh dan Nusa Tenggara Timur yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018. Sebelum Rapat Koordinasi 

tersebut dilaksanakan, Dinas Transmigrasi mengawalinya dengan Rapat 

Koordinasi Ketransmigrasian antar Kabupaten se Sulawesi Barat. Melalui rapat 
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tersebut telah menyepakati wilayah Transmigrasi di enam kabupaten di Sulbar 

yang didesain menjadi Desa Transmigrasi pengembang sektor pertanian. Rapat 

regional ini pula dapat menghimpun dan mendapatkan calon lokasi pemukiman 

Transmigrasi baru (PTB) yang memenuhi syarat "2C" (clear and clean) dan "3L" 

(layak huni, layak kembang dan layak usaha) dengan melakukan verifikasi 

dokumen yang sesuai dan masuk dalam daftar 144 kawasan Transmigrasi. Ini 

adalah merupakan bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat. 

2. Responsivitas Pelayanan 

Terhadap responsivitas Dinas Transmigrasi di dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan yang direncanakan, telah dilakukan melalui mekanisme 

perundang-undangan. Hal tersebut menjadi satu kesatuan dengan perencanaan 

yang telah dibuat sebelumnya. Dari data yang diperoleh, responsivitas tersebut 

dapat dilihat dalam 2 ( dua) hal. 

· a) pertama, yakni responsivitas pada pelaksanaan program dan kegiatan yang 

direncanakan. Terhadap hal tersebut dapat dikatakan sangat baik, karena 

terhadap seluruh program dan kegiatan yang direncanakan, seluruh dapat 

dilaksanakan. Namun demikian, tetap perlu diberi catatan bahwa pelaksanaan 

seluruh program dan kegiatan tersebut belum semuanya bisa terpenuhi, 

· seperti sumber daya manusia yang masih kurang, ketrampilan yang belum 

memadai dan tingkat kedisplinan pegawai masih kurang maksimal. Ini 

menjadi indikasi jika masih terdapat aspek-aspek yang belum tertangani 

dengan baik sehingga bel urn seluruhnya mencapai 100%. Dalam berbagai 

pengalaman pelaksanaan program, faktor penghambat dari capaian kinerja 
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yang demikian ini bisa diakibatkan oleh berbagai faktor. Diantaranya, yakni 

faktor kapasitas sumber daya manusia pengelola program. Faktor ini juga 

dapat mengambil bentuk yang beragam. Misal pengalaman yang belum 

memadai, keterampilan yang rendah, sikap pegawai yang masa bodoh, 

merupakan contoh-contoh polarisasi yang melekat pada sumber daya manusia 

dan berpengaruh pada optimalisasi kinerja program. 

Faktor lainnya dapat bersumber dari manajemen pembiayaan organisasi 

yang birokratis. Faktor ini seringkali menciptakan ketidak sesuaian antara 

kebutuhan pembiayaan program dengan kesiapan pembiayaannya. Hal ini 

dapat menimbulkan dampak yang beragam, diantaranya adalah 

berkurangnya serapan terhadap anggaran kegiatan yang direncanakan. 

b) kedua yakni pada responsivitas pengelolaan keuangan. Hal tersebut juga 

menunjukkan performance yang baik, karena terhadap seluruh program dan 

kegiatan yang direncanakan memperoleh alokasi anggaran atau 

pembiayaan, dalam pelaksanaannya memperoleh alokasi anggaran dan 

pembiayaan dimaksud llll menunjukkan bahwa secara subtansial 

responsivitas pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik. 

Dengan adanya program dan kegiatan serta pembiayaan tersebut, tentu dapat 

menjamin keberlangsungan kebijakan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Baraf 

Data menunjukkan bahwa terdapat . berbagai program dan kegiatan yang 

dibiayai, sehingga menciptakan kesinambungan pelaksanaan program-program 

tersebut dari waktu ke waktu. Fakta yang demikian ini menunjukkan bahwa 

Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat memberi respon positif terhadap 

masalah-masalah yang muncul di sekitar sektor Transmigrasi. Respon ini 
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kemudian menciptakan konfigurasi perumusan dan pelaksanaan berbagai 

program yang memang menjadi kebutuhan sektoral Ketransmigrasian. Dalam 

melakukan pelayanan kepada publik pegawai hams memiliki kuwalitas dan 

mampu menunjukkan sikap yang baik dan ramah tamah serta memiliki respon 

yang tinggi seperti halnya menurut para ahli yakni Menurut Dwiyanto 

(2008:50), responsivitas pelayanan publik mampu diwujudkan dalam bentuk 

sebagai berikut: Keramahan sikap dan tindakan aparat birokrasi pelayanan 

publik dalam merespons setiap keluhan atau pertanyaan dari pengguna jasa 

hingga mampumemberikan kepuasan bagi mereka (pelanggan). 

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dikemukakan, terhadap 

kineija Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dapat diulas sebagaimana 

berikut ini. Seperti telah dikemukakan bahwa pada tahun 2016, keseluruhan 

sasaran pokok Dinas telah dapat dicapai. Pencapaian tersebut dapat dilihat 

pada terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi 

Permukiman Transmigrasi (LPT) bam serta terfasilitasinya perpindahan dan 

penempatan keluarga transmigran. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya 

kegiatan dan dukungan dari faktor input yang berkaitan langsung dengan . 

pemberdayaan masyarakat Transmigrasi, yakni dilaksanakanya kegiatan-

kegiatan berikut ini : 

a. Pengarahan dan fasilitas perpindahan se1ta · penempatan · Ttansmigrasi 

sebanyak 50 kk di UPT. Botteng Pasembuk Tahun 2016. 

b. Tersusunya Rencana Teknis Rehabilitasi Fasilitas Umum UPT Bina sebagai 

dana sharing APBN. 
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c. Tersusunya Identifikasi Calon Areal Transmigrasi di Mamuju Utara untuk 

mendapatkan kategori 2C (Cean & Clear), Tersusunnya Penyusunan profil 

Transmigrasi di UPT Bina Sulawesi Barat sebagai acuan penelahaan RKA-KL 

2016. 

d. Tersusunnya Rancang Kapling Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di 

karossa Kab. Mamuju, Tersusunya Rencana Wilayah Pengembangan 

Transmigrasi di Kecamatan Mambi Kab. Mamasa seluas 29.000 Ha, 

e. Tersusunya Redisign Rencana Satuan Permukiman Transmigrasi dan 

Rencana Teknis Jalan di Piriantapiko Kabupaten Polman Sebagai syarat 

Pembangunan Transmigrasi Barau 200 KK Tahun 2016, dan Bimbingan 

Teknis Pemetaan Petugas Lapangan Transmigrasi bagi petugas transmigrasi se-

Sulawesi Barat, maka dari target 100% dapat dicapai realisasi 100 %. 

f. Keseluruhan kegiatan di atas direncanakan menggunakan anggaran sebesar 

Rp. 1.179.009.256,-dan terealisir sebesarRp.l.l48.339.682,- atau dengan 

kinerja realisasi 97,40 %. 

Capaian kinerja (performance results) selama tahun 2016 secara kuantitas dapat 

tercapai semuanya. Jika ditinjau dari capaian kinelja untuk tiap-tiap kegiatan 

(penghitungan dengan form PKK), maka nilai capaian unit kerja Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat sebesar I 00 %. Nilai capaian ini, telah 

selaras dengan capatan sasaran yang · dapat diwujudkan oleh Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dan telah dapat menggambarkan kondisi 

obyektif yang ada. 

1. Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi 

Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan 
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penempatan keluarga transmigran. Pancapaian sasaran tersebut diatas 

maksimal dengan adanya kegiatan dan dukungan dari input maupun output, 

dilaksanakanya Pengarahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan 

Transmigrasi sebanyak 50 kk di UPT. Botteng Pasembuk Tahun 2016, 

tersU$unya Rencana Teknis Rehabilitasi Fasilitas Umum UPT Bina sebagai 

dana sharing APBN, Tersusunya Identifikasi Calon Areal Transmigrasi di 

Mamuju Utara untuk mendapatkan kategori 2C, Tersusunya Penyusunan 

profil Transmigrasi di UPT Bina Sulawesi Barat sebagai acuan penelahaan 

RKA-KL 2016,Tersusunya Rancang Kapling Transmigrasi Swakarsa 

Mandiri (TSM) di karossa Kab. Mamuju, Tersusunya Rencana Wilayah 

Pengembangan Transmigrasi di Kec. Mambi Kab. Mamasa seluas 29.000 Ha, 

Tersusunya Redisign Rencana Satuan Permukiman Transmigrasi dan 

Rencana Teknis Jalan di Piriang tapiko Kab. Polman Seabgai syarat 

Pembangunan Transmigrasi Barau 200 KK Tahun 2016, dan Bimbingan 

Teknis Pemetaan Petugas Lapangan Transmigrasi bagi petugas 

Transmigrasi se Sulawesi Barat, maka dari target 100% dapat dicapai 

realisasi 100 %. Dana yang disediakan dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan lni sebesar Rp. 1.179.009.256,-dan terealisir 

sebesarRp.1.148.339.682,- atau 97,40%. 

2. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat 

Transmigrasi pada permukiman Transmigrasi dan berkembangnya kawasan 

Transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan barn. Pencapaian sasaran 

tersebut diatas maksimal dengan adanya kegiatan dan dukungan dari input 

maupun output. Terlasananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat 
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UPT Bina Sulawesi Barat, maka dari target 100% dapat dicapai realisasi 

100%. 

Dana yang disediakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan ini 

sebesar Rp.160.000.000,-dan terserap sebasarRp.159.900.000,- atau 99.94 %. 

3. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan 

bersih dari KKN serta meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan 

informasi sebagai acuan perumusan kebijakan.Pencapaian sasaran tersebut 

diatas cukup maksimal dan dapat ditingkatkan pembinaannya kedepan, hal 

ini karena adanya dukungan dari input maupun output, maka dari target 

100% dapat dicapai realisasi 100 %.Dana yang disiap.kan dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan ini sebesar Rp. 2.244.309.250,-dan telah terealisir 

sebesarRp. 2.206.763.607,- atau 98,33 %.Dari keseluruhan kineija yang 

dicapai oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, dapat 

dikemukakan 2 (dua) hal pokok yang menjadi rangkuman dari pencapaian 

terse but. 

a. Pertama, dari sisi proses pengelolaan Dinas Transmigrasi sebagai SKPD 

yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola sektor Tramsmigrasi di 

Sulawesi Barat, menunjukkan jika proses tersebut telah dilakukan secara -

maksimal dengan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,- pengendalian, 

dan pelaporannya. 

b. Kedua bahwa proses yang dilakukan tersebut juga menunjukkan hasil 

atau capaian sebagaimana yang ditargetkan. T erdapat berbagai bentuk dari 

capaian tersebut, namun secara umum dapat dikemukakan bahwa Dinas 
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Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat telah mengelola sekitar 23.000 KK 

warga Transmigrasi pada 6 ( enam) lokasi pemukiman. 

Capaian tersebut tentu memiliki dampak positif terhadap berbagai aspek 

kehidupan lainnya. Dampak tersebut dirasakan oleh masyarakat secara 

psikologis dan ekonomi. Dalam penyelenggaraan Program Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu upaya dalam rangka mewujudkan 

peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah serta 

memperkokoh persatuan bangsa melalui penyebaran penduduk yang seimbang 

dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Penyelenggaraan 

Transmigrasi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang 

tujuannya tiada lain adalah untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang 

damai 
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BABV 

KES~PULANDANSARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab terdahulu, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kineija pelayanan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat 

pada aspek transparansi pelayanan kepada transmigran. Transparansi tersebut 

terlihat pada dua hal pokok, yakni pada penyelenggaraan fungsi Dinas 

Transmigrasi, pada penetapan sasaran dan program, Masing-masing hal pokok 

tersebut menunjukkan : 

a. Dalam hal transparansi tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi tentu 

saja belum memadai dalam memaksimalkan hasil kinerja Dinas ini. Hal 

seperti itu tentu harus disadari oleh pemangku kepentingan. Olehnya itu, 

pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan program, 

Penetapan sasaran program dan juga aspek transparansi tersebut menjadi 

hal yang paling penting. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

lebih baik. 

b. Transparasi penetapan sasaran dan program terlihat pada pelibatan 

. berbagai . pemangku kepentingan dalam perumusan program dan 

· . sasarannya setiap tahun. 

2. Responsivitas pelayanan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 

terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi warga Transmigran, 

dikategorikan baik kerena Dinas Transmigrasi cepat merespon setiap 

permasalahan yang terjadi. Meskipun masih ada permasalah yang dihadapi 
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yakni pennasalahan tersebut terkait dengan penyediaan lokasi baru, 

kecemburuan sosial warga setempat dengan Transmigran yang baru, 

pulangnya warga . Transmigran ketempat asal, terhambatnya penerbitan 

sertifikat lahan dan lambatnya pembagian lahan usaha satu dan lahan 

usaha dua. Dengan cara melakukan koordinasi dan menjalin hubungan yang 

lebih baik kepada semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat tujuannya 

untuk mempennudah membahas penanganan permasalahan yang ada, 

termasuk kunjungan ke lokasi Transmigrasi. Dinas Transmigrasi cepat 

mengambil tindakan dengan cara mengupayakan mengajak sejumlah pihak 

terkait dengan melibatkan berbagai instansi seperti Badan Pertanahan, 

Dinas Perkebunan dan pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan 

Rakyat dan Dinas yang lainnya. Dinas Transmigrasi sudah membentuk Tim 

Transmigrasi Terpadu yang digagas ditiap kabupaten, dengan tujuan 

membuat kesamaan pandangan untuk memberikan perhatian dan 

memberikan solusi serta dengan cepat dapat mengambil tindakan 

terhadap permasalahan yang terdapat dilokasi Transmigrani. 

B. Saran 

1. Meskipun transparansi Pelayanan pada Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat masuk dalam kategori · baik, namun perlu terus 

ditingkatkan seperti dalani. penetapan · sasaran program juga aspek 

transparansi dalam pelayanan harus melibatan berbagai pemangku 

kepentingan dalam perumusan program dan sasarannya setiap tahun. 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, 

agar program dan sasaran berjalan lebih baik lagi, hal tersebut harus 
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disosialisasikan kepada masyarakat sejak awal dalam pembahasannya pun 

mereka ilrut terlibat, sehingga pemahaman atas pilihan program dan 

sasaran yang ingin dicapai sesungguhnya tidak hanya menjadi domain 

internal aparat Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat, melainkan Juga 

menyasar kepada masyarakat yang terkait. Meskipun Prestasi Provinsi 

Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan program Tnmsmigrasi selama ini 

dianggap baik karena Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan kepada 

Provinsi Sulawesi Barat sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Rapat 

Regional Penjaringan Program Transmigrasi dan dianggap berhasil dan 

bisa memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan 

Transmigrasi. Hal ini ditunjukan dengan mendapatkan calon lokasi 

pemukiman Transmigrasi baru (PTB) yang memenuhi syarat "2C" (clear and 

clean) dan "3L" (layak huni, layak kembang dan layak usaha). Dimana Clear 

yang artinya Tanah yang akan diperuntukkan warga transmigran bebas dari 

tanah sengketa warga setempat dan bukan merupakan kawasan hutan lindung, 

sedangkan Clean yaitu tanah tersebut sudah memiliki batas-batas yang 

jelas, supaya dikemudian hari tidak ada yang mengklaim tanah tersbut. 

Sebelum penempatan pemerintah telah mengusahakan supaya memenuhi 

syarat "3 L" dimana layak huni yaitu lokasi dan prasarana yang ada sudah 

siap untuk ditempati sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, layak 

kembang yakni laban yang coccok bagi warga transmigran untuk dapat 

berkembang dan meningkatnya perekonomian dan bisa hidup lebih baik 

lagi, sedangkan layak usaha yaitu lokasi yang bagus atau strategis supaya 
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mereka dapat mengembangkan usaha yang mereka hasilkan dan mereka 

dapat mengembangkan usaha yang dimiliki di lokasi transmigrasi. 

Kedepanya diharapakan agar prestasi yang sudab dicapai selama ini 

mampu untuk dipertahankan dan dapat terus ditingkatkan. 

2 Responsivitas Pelayanan pada Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 

masuk dalam kategori baik, namun kedepannya diharapkan Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat lebih proaktif, teliti dan antisipatif 

menghadapi permasalab yang dapat timbul seperti permasalahan terkait 

dengan penyediaan lokasi baru, kecemburuan sosial warga setempat 

dengan Transmigran yang baru, pulangnya warga Transmigran ketempat 

asal, terhambatnya penerbitan serti:fikat laban, sengketa laban dan 

lambatnya pembagian laban usaha satu dan laban usaha dua bagi 

Transmigran yang baru. Hal ini dimaksudkan agar setiap permasalahan 

yang sudab ada maupun yang belum terjadi dapat diantisipasi secepat 

mungkin dan dicegab untuk terjadi lagi. Kedepannya Transmigrasi dapat 

menjadi panutan seluruh masyarakat Indonesia dan direspon lebih baik 

lagi sehingga masyarakat tidak memiliki pandangan yang buruk tentang 

keberadaan Transmigrasi. Karena keberadaan Transmigrasi dalam suatu 

wilayah dapat memberikan hal yang positif dan perkembangan 

perekonomiannya akan · meningkat dengan lebih cepat sehingga 

pembangunan lebih merata. 
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LAMPIRAN 1 
PANDUAN WAWANCARA 

A. Pengantar 

Untuk keperluan penyusunan tesis dengan judul Evaluasi Kinerja 

Pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, atas nama mahasiswa 

Ni kadek Suriani, maka akan dilakukan penelitian mengumpulkan data-data, 

keterangan, atau informasi yang relevan dengan judul penelitian terse but. 

Dalam kaitan tersebut, maka akan dilakukan wawancara dengan 

pihak-pihak terkait yang diharapkan memberikan keterangan, informasi 

atau data dimaksud. Karena itu diperlukan panduan wawancara yang 

diharapkan dapat menjadi pedoman di dalam pelaksanaan wawancara 

tersebut, sehingga dapat berlangsung secara efisien dan efektif 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Kiranya dapat dijelaskan seperti apa uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat ? 

2. Selanjutnya seperti apa penjabaran tugas pokok dan fungsi tersebut ke 

dalam uraian tugas masing-masing Bidang yang ada dalam Organisasi 

Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat ? 

3. Seperti apa kebijakan atau program dan kegiatan Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat ? 
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4. Bagaimana bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini 

pada Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat ? 

5. Bagaimana cara melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang 

direncanakan dan dilaksanakan pada Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat ? 

6. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dibiayai oleh 

APBD Provinsi Sulawesi Barat, bagaimana mekanisme pengelolaan 

keuangan yang bersumber dari APBD tersebut ? 

7. Dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, bagaimana 

Dinas Transmigrasi mengelolanya sehingga transparan ? 

8. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat yang terkait dengan kineija SKPD ini ? 
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9. Terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kine:tja Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, seperti apa cara penyelesaiannya? 

10. Sebaiknya dapat digambarkan keberhasilan Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat dalam mengelola kebijakan transmigrasi ini 

11. Dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Transmograsi Provinsi Sulawesi Barat, agar kiranya dapat diberi contoh 

bentuk-bentuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan transmigrasi 

dimaksud? 

Mamuju 11 Desember 2017 
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LAMPIRAN 2 

TRANSKRIP WA WANCARA 
A. Pengantar 

Untuk keperluan penyusunan tesis dengan judul Evaluasi Kinerja 

Pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, atas nama mahasiswa 

Ni kadek Suriani, maka akan dilakukan penelitian mengumpulkan data-data, 

keterangan, atau informasi yang relevan dengan judul penelitian tersebut. 

Dalam kaitan tersebut, Transkrip ini diharapkan memberikan keterangan, 

infonnasi atau data dimaksud. 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat sudah berjalan sesuai yang diinginkan? 

Masing-masing pegawa1 sudah menjalankan tugas sesuai dengan 

Tupoksi yang ada meskipun ada sebagian yang belum maksimal 

dalam menjalankan tugasnya. 

2. Selanjutnya seperti apa penjabaran tugas pokok dan fungsi tersebut ke 

dalam uraian tugas masing-masing Bidang yang ada dalam Organisasi 

Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat ? 

Khusu di bagian umum dan kepegwawaian setiap pegawai masing-

masing melakukan tugas dan pokok yang sudah dijabarkan dalam SKP 

karena dalam . SKP sudah ada tertuang pencapaian target kinerja 

pegawa1. 

3. Seperti apa kebijakan atau program dan kegiatan Dinas Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Barat? 
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Kebijakan Transmigrasi didasarkan oleh Restra Kementerian,RPJMD 

Provinsi Sulawesi Barat dan Restra Dinas, dimana mengacu pada 

program peny1apan kawasan dan pembangunan pemukiman 

Transmigrasi dan pengembangan kawasan Transmigrasi 

4. Bagaimana bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini 

pada Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat ? 

Bentuk program yang dilakukan Dinas Transmigrasi yaitu pelaksanaan 

penyiapan kawasan dengan tujuan penetapan kawasan oleh Menteri 

Pembangunan pemukiman Transmigrasi melalui perencanaan,Rencana 

Tehnis Satuan Pemukiman( RTSP) dan Rencana Tehnis Jalan (RTJ) 

Pembinaan pemukiman Transmigrasi melalui pengembangan kawasan 

Transmigrasi 

5. Bagaimana cara melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang 

direncanakan dan dilaksanakan pada Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat ? 

Dilakukan dengan penyusunan laporan kineija instanssi pemerintah 

(Lakip) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta 

melaksanakan monetoring dan evaluasi (Monev) kelapangan dan 

hasilnya dij adikan rekomendasi 

6. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dibiayai 

oleh APBD Provinsi Sulawesi Barat, bagaimana mekanisme 

pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD tersebut ? 

Mekanisme pengelolaan keuangan APBD dilaksanakan sesuai jenjang 

yakni proses pelaksanaa kegiatan/pencairan dilaksanakan oleh 
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PPTK/Bidang dengan mengajukan proposal pelaksanaan sesuru 

DP A/alur kas,selanjutnya mendapat persetujuan kepala dinas, dan 

bendahara mempersiapkan untuk pencairan,selanjutnya PPK 

memintakkan untuk pembayaran kepada PPTK, untuk dokumen 

. kegiatan tersebut melalui persetujuan kepala dinas,selanjutnya kepala 

dinas menindak lanjuti pin pencairan oleh bendahara 

7. Dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, bagaimana 

Dinas Transmigrasi mengelolanya sehingga transparan ? 

Transparan dalam pengelolaan anggaran bisa terlihat dan pencapaian 

kinerja yang bisa terrealisasi hampir 100% dan dapat tercapai sesuai 

dengan rencana kerja Ttransmigrasi 

8. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat yang terkait dengan kinerja SKPD ini ? 

Tiap instansi pemerintah pasti mempunyai kendala dan permasalahan. 

Permasalahaan yang terdapat di Lakahang, Botteng Pasembuk 

kabupaten Mamasa, dan Piriang Tapiko di kabupaten Pelewali Mandar 

terkait status kepemilikan lahan yang mengalami sedikit kendala. 

9. Terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kinerja Dinas 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, seperti apa cara penyelesaiannya ? 

Dengan cara melakuklan sosialisasi dan Shering antara warga masyarakt 

dengan pihak terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan 
~ ... 

Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA), DinasKesehatan 

(DINKES), Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Disdikbud, Dinas PU dan 

Tata Ruang, Dinas Pertanian, Kemenag dan Radar Sulawesi Barat. 
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TuJuannya\ihtlik ni~fflbhn~s petinasa1ihan y~g 'itBa dan niencari solusi 

secepat mungkin dan dapat menyatukan pandangan persefsi, karena 

semua instansi terkait diatas adalah Tim terpadu yang digagas tiap 

kabupaten 

10. Sebaiknya dapat digambarkan keberhasilan Dinas Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Barat dalam mengelola kebijakan transmigrasi ini 

Keberhasilan yang sangat nyata dapat kita lihat melalui Eks 

Transmigrasi yang sudah berkembang menjadi kecamatan dan 

Kecamatan berkembang menjadi kabupaten seperti Kecamatan Wono 

Mulyo Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tobadak, Topoyo 

Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Torno, Sampaga Kabupaten 

Mamuju dan Kecamatan Baras, Karossa Kabupaten Pasangkayu 

11. Dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Transmograsi Provinsi Sulawesi Barat, agar kiranya dapat diberi contoh 

bentuk-bentuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan Transmigrasi 

dimaksud? 

Contohnya yaitu dengan melihat perkembangan perekonomian warga 

Transmigrasi yang berkembang sangat pesat dan penduduk miskin 

makin berkurang. Seperti penduduk Transmigrasi yang ada di mamuju 

tengah sukses mengelola produk unggulan jagung dan sudah berhasil 

mensuplai 54% kebutuhanjagung di Provinsi Sulawesi Barat. 

11 Desember 2017 
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